
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 100.3.3.2/102 /KUM/2024 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN DESA PILOT PROJECT  

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KABUPATEN TAPIN 
TAHUN 2024 

 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang    :  a.  bahwa dalam rangka untuk mendukung 
percepatan penguatan ketahanan keluarga 
dan kesejahteraan keluarga guna 

meningkatkan kualitas keluarga secara 
optimal, diperlukan adanya Desa Pilot 

Project Peningkatan Kualitas Keluarga 
Kabupaten Tapin Tahun 2024 sebagai Desa 

Binaan Program Kegiatan Peningkatan 
Kualitas Keluarga yang dilaksanakan secara 
terarah, terkoordinasi, terpadu, dan 

berkesinambungan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati; 

Mengingat     :      1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 
tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5080);  

 

 

    

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), sebagaimana telah  beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah  beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601), sebagaimana telah  beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Perkembangan Kependudukan 
dan Pembangunan Keluarga, Keluarga 

Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5614); 

 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas 
Keluarga Dalam Pembangunan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 606); 

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 
Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Peningkatan Kualitas Keluarga (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2019 Nomor 100); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2019 Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2023 Nomor 5); 

13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 
2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2023 Nomor 173); 

 

 



Memperhatikan  :  Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Desa Pilot 
Project Peningkatan Kualitas Keluarga 

Kabupaten Tapin Tahun 2024 oleh Tim 
Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Tapin 

tanggal 04 Maret 2024;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 
DESA PILOT PROJECT PENINGKATAN 

KUALITAS KELUARGA KABUPATEN TAPIN 

TAHUN 2024. 

KESATU         : Menetapkan Desa Sukaramai Kecamatan Tapin 

Tengah sebagai Desa Pilot Project Peningkatan 

Kualitas Keluarga Kabupaten Tapin Tahun 2024. 

KEDUA            :  Desa Pilot Project Peningkatan Kualitas Keluarga 
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

dijadikan tempat seluruh kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi 

yang terkait dalam lingkup Peningkatan Kualitas 
Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

KETIGA :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tapin Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang terkait, serta sumber 

anggaran sah lainnya yang tidak mengikat 
sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 19 April 2024 

Pj. BUPATI TAPIN, 
     
       

  ttd   
         ttd 

MUHAMMAD SYARIFUDDIN 
 

 
 
 

 
 



Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth :  

1.  Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru; 

2.  Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan di 
Banjarmasin; 

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
     Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru; 

4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin di Rantau; 
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; 
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Tapin di Rantau; 
7. Kepala Perangkat Daerah/instansi terkait; 

8. Camat Tapin Tengah di Tambaruntung; 
9. Kepala Desa Sukarmai di Sukaramai; 

10. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tapin Tengah di 
Tambaruntung; dan 

11. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukaramai; di Sukaramai. 


